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Abstract 

The establishment of a new autonomous region is an implementation of 

the implementation of decentralization in Indonesia. Previous studies 

have shown that regional expansion in Indonesia is highly motivated by 

elite interests. Even so, not all regional expansion efforts can be success-

ful. This article explains what caused the formation of the Luwu Raya 

Province to not materialize even though the political movement had em-

erged since 1999. This article finds two things: First, fragmentation of 

local elites in the province candidate areas has emerged since the begin-

ning of the struggle for the formation of a new province. Second, there 

are obstacles made by political actors who try to hinder efforts to form 

the Luwu Raya Province. 

Keywords: Regional Expansion, New Autonomous Region, Coalition 

Territory, South Sulawesi 

Abstrak 

Pembentukan daerah otonom baru merupakan implementasi  dari pem-

berlakuan desentralisasi di Indonesia. Studi-studi terdahulu telah 

menunjukkan bahwa pemekaran wilayah di Indonesia sangat dimotiva-

si oleh kepentingan elit. Walaupun begitu, tidak semua usaha pemeka-

ran wilayah dapat berhasil. Artikel ini menjelaskan apa yang menyeb-

abkan pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak terwujud walaupun ge-

rakan politiknya sudah muncul sejak tahun 1999. Artikel ini menemu-

kan dua hal:Pertama, fragmentasi elit lokal di wilayah calon provinsi 

sudah muncul sejak awal perjuangan pembentukan provinsi baru. Ke-

dua, adanya rintangan yang dilakukan oleh aktor politik yang berusaha 

menghalangi upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya. 

Kata kunci: Pemekaran Wilayah, Daerah Otonom Baru, Koalisi 

Teritorial, Sulawesi Selatan 
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Pendahuluan 

Pembentukan provinsi dan kabupaten/kota baru adalah 

kenyataan dari pemberlakukan desentralisasi dan otonomi 

daerah di Indonesia. Sejak tahun 1999 sampai 2013, pemben-

tukan daerah otonom baru (DOB) mencapai 220 wilayah, yang 

terdiri dari 8 provinsi, 178 kabupaten dan 34 kota (KPPOD, 

2014). Dasar hukum dari pemekaran wilayah, awalnya, adalah 

UU No. 22/1999, UU No. 25/1999 dan Peraturan Pemerintah 

(PP) No. 129/2000. Peraturan-peraturan mendorong perubahan 

wilayah yang bertujuan, antara lain, menghadirkan pelayanan 

pemerintah yang lebih baik, menguatkan demokrasi, mening-

katkan pertumbuhan ekonomi daerah, memanfaatkan kapasitas 

daerah dengan lebih baik, meningkatkan keamanan, dan men-

dorong hubungan yang lebih bersahabat antara pusat dan 

daerah (Roth, 2007: 127).  

Pemerintah merevisi undang-undang dan peraturan dengan 

mengeluarkan UU No. 32/2004, UU No.33/2004 dan PP No.-

78/2007 yang pada intinya mengetatkan kriteria pembentukan 

daerah otonom baru. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh peme-

karan wilayah yang hanya didorong oleh ambisi elit lokal dan 

tidak menghasilkan perbaikan dalam pemerintahan. Dengan 

perubahan kelembagaan ini, provinsi baru harus memiliki 

setidaknya lima (5) kabupaten dan/atau kotamadya. Sedangkan 

kabupaten baru harus memiliki setidaknya lima (5) kecamatan. 

Lalu, provinsi baru dapat dibentuk setelah provinsi induknya 

berumur 10 tahun atau lebih dan kabupaten baru dapat diben-

tuk setelah kabupaten  induknya berumur tujuh (7) tahun atau 

lebih (Firman, 2013; Roth, 2007).  

Studi tentang pemekaran wilayah atau perubahan wilayah 

administratif di Indonesia pada era reformasi cukup berkem-

bang, mulai dari faktor pendorong dan keberhasilan pemekaran 

(Fitrani et al., 2005; Kimura, 2010, 2013; Nolan et al., 2014), pola 

pemekaran (Pierskalla, 2016), aktor pemekaran (Tumanut, 

2016), dan kegagalan pembentukan DOB (Bettinger, 2014; 

Ramdhani & Subekti, 2020; Roth, 2007). Unsur kepentingan elit 
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memang menjadi argumen utama dari banyak literatur terda-

hulu. Namun, seperti yang ditunjukkan Bettinger (2014) di 

kasus gerakan pembentukan Provinsi Puncak Andalas, ada 

beberapa hambatan yang menggagalkan kepentingan elit untuk 

membentuk DOB. Beberapa hambatan, misalnya di Puncak 

Andalas, adalah absennya identitas kedaerahan yang kuat 

untuk membentuk wilayah administratif baru, ketiadaan landa-

san sejarah yang melegitimasi upaya pembentukan DOB, per-

aturan DOB yang ketat, dan sulitnya mengakses ke otoritas 

pusat. Di kasus lain, Ramdhani dan Subekti (2020) menunjuk-

kan tidak adanya konsolidasi lokal yang kuat dalam gerakan 

pembentukan Provinsi Cirebon. Tulisan ini ingin berkontribusi 

pada studi tentang kegagalan pembentukan DOB melalui kasus 

kegagalan pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagai hasil dari 

pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan.  

Pemekaran wilayah punya dampak signifikan di Pulau 

Sulawesi. Di era otonomi daerah, sudah ada dua provinsi baru 

yang terbentuk, yakni Provinsi Sulawesi Barat yang berpisah 

dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 1999 dan Provinsi 

Gorontalo yang memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Utara 

pada tahun 2000. Gerakan untuk membentuk kedua provinsi ini 

sebenarnya terjadi pada periode yang sama dengan perjuangan 

untuk membentuk Provinsi Luwu Raya.  Namun, perjuangan 

pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak berhasil walau 

memiliki alasan atau motivasi yang sama dengan gerakan 

pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, yakni keinginan untuk 

mandiri dari Provinsi Sulawesi Selatan.  

Maka dari itu, artikel ini berusaha menjawab pertanyaan 

‘mengapa usaha pembentukan Provinsi Luwu Raya gagal?’. 

Dengan analisis koalisi teritorial dari Ehito Kimura (2010, 

2013), artikel ini berargumen bahwa ketiadaan koalisi yang kuat 

untuk pembentukan wilayah otonom baru di Luwu Raya menyu-

litkan rencana pembentukan provinsi baru. Koalisi teritorial 

yang lemah untuk Luwu Raya juga mengartikan bahwa tidak 

ada ikatan yang kuat antara aktor politik di tingkat distrik, 
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provinsi, dan nasional, serta munculnya oposisi pemekaran yang 

mudah untuk mencegah usaha pembentukan Provinsi Luwu 

Raya. Analisis koalisi teritorial dan pembahasan dinamika 

perjuangan Luwu Raya sejak 1999-2014 diharapkan dapat me-

nambah diskusi pemekaran wilayah, khususnya melanjutkan 

studi Dik Roth (2007) yang telah menganalisis masa awal 

perjuangan Provinsi Luwu Raya. Selain itu, artikel ini juga 

menegaskan hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi oleh 

Keith Andrew Bettinger (2014), termasuk pada argumen bahwa 

koalisi yang tidak kohesif  akan menyulitkan rencana pemben-

tukan wilayah administratif baru.  

Koalisi Teritorial Dalam Perubahan Wilayah 

Analisis koalisi teritorial menyarankan bahwa untuk meli-

hat pembentukan daerah otonom baru perlu diidentifikasi fak-

tor-faktor politik di tingkat lokal dan nasional yang mempenga-

ruhi kepentingan para aktor politik di setiap tingkat dan bagai-

mana kepentingan mereka dapat saling melengkapi hingga bisa 

membentuk koalisi. Dengan menganalisis pembentukan Provin-

si Gorontalo, Papua Barat dan Kepulauan Riau, Kimura (2013) 

berargumen  bahwa perubahan wilayah di Indonesia pasca refor-

masi ditentukan oleh adanya koalisi teritorial, yakni aliansi-

aliansi antara aktor/kelompok di berbagai tingkat pemerintah. 

Aktor utama dalam koalisi ini bisa bermacam-macam, seperti 

organisasi masyarakat sipil, elit politik kabupaten, elit  provinsi, 

elit nasional, partai politik, kementerian, atau lembaga negara 

lainnya. 

Ada tiga jenis relasi/ikatan yang dapat menghubungi tiap 

aktor atau lembaga di tiga tingkat pemerintahan sehingga ter-

bentuk koalisi teritorial. Pertama adalah relasi kelembagaan. 

Kimura (2013) memberi contoh ikatan kepartaian yang dapat 

mengikat aktor politik lokal dan nasional secara formal. Kedua 

adalah relasi sosial, yakni relasi antara kelompok-kelompok 

sosial baik di pusat atau daerah. Identifikasi kelompok-kelompok 

sosial bisa bermacam-macam. Seperti yang ditemukan di pem-
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bentukan Provinsi Luwu Raya, ada kelompok mahasiswa, ke-

lompok adat, kelompok masyarakat diaspora. Biasanya, kelom-

pok sosial bertugas untuk melobi atau mendorong aktor politik 

untuk membentuk wilayah otonom baru. Ketiga adalah relasi 

personal.  Jenis relasi ini juga bisa berperan penting dalam 

menghubungi aktor-aktor di tiap tingkat wilayah. Relasi 

personal dapat menentukan keberhasilan pemekaran wilayah, 

jika aktor yang memainkannya punya posisi yang strategis. 

Kimura (2013) mengidentifikasi tiga fungsi dari koalisi 

teritorial. Pertama, koalisi menjadi sarana pengumpulan sumber 

daya yang penting untuk aliansi pembentukan DOB. Kedua, 

koalisi menjadi koordinator untuk memobilisasi aktor-aktor pen-

dukung pemekaran wilayah. Ketiga, melalui koalisi teritorial, 

ada pembagian kerja di antara berbagai pihak di tiap tingkat 

pemerintahan/wilayah. Misalnya, aktor lokal bertugas untuk 

mengkampanyekan dan menghimpun dukungan untuk pemeka-

ran. Di sisi lain, aktor di tingkat nasional bertugas untuk melobi 

pemerintah pusat atau parlemen nasional. Walau, banyak ter-

identifikasi aktor-aktor yang mendukung perubahan wilayah, 

analisis koalisi teritorial juga memberi ruang bagi kehadiran 

oposisi dari ide perubahan wilayah. Biasanya, untuk pemben-

tukan provinsi baru, kelompok yang  menentang pemekaran wila-

yah adalah aktor-aktor politik di tingkat provinsi. 

Dalam pembahasan tulisan ini pemekaran Luwu Raya ter-

bagi ke dalam tiga bagian. Pembahasan motif perjuangan 

pembentukan provinsi Luwu Raya sebagai awal masuk pem-

bahasan, dengan menunjukkan bahwa ada alasan ketidakadilan 

dan motif ekonomi yang mendasari pemisahan wilayah Luwu 

Raya dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, mengacu 

pada analisis koalisi teritorial milik Kimura (2010, 2013), 

penulis mengidentifikasi koalisi yang tersedia di usaha pemben-

tukan provinsi Luwu Raya dengan membagi dua fase, yakni 

periode antara tahun 1999-2004 dan 2004-2014. Khusus di fase 

terakhir, membahas dinamika pembentukan Kabupaten Luwu 
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Tengah karena masih dalam satu jalur perjuangan Provinsi 

Luwu Raya. 

Dorongan Pembentukan Provinsi Luwu Raya: Keinginan 

untuk Mandiri 

Pada dasarnya, perjuangan elit dan masyarakat Luwu untuk 

membentuk provinsi sendiri dilatarbelakangi oleh motif-motif 

yang saling berkaitan, antara lain motif kemandirian dari Sula-

wesi Selatan dan motif ekonomi. Motif kemandirian, pertama-

tama, muncul atas perasaan terabaikan oleh pemerintah Provin-

si Sulawesi Selatan. Elit dan masyarakat Luwu merasa tidak 

puas dengan pemerintahan provinsi dan menganggap diri mere-

ka selalu mengalami ketidakadilan. Namun, rasa ketidakadilan 

itu sebenarnya tidak muncul begitu saja setelah reformasi 

dimulai, melainkan sudah terakumulasi sejak masa-masa sebe-

lumnya. Misal, pada tahun 1957, muncul gerakan radikal yang 

dipimpin Kahar Mudzakkar di Luwu yang dimaknai sebagai ben-

tuk ketidakpuasan lokal terhadap pemerintah pusat. Lalu, pasca 

reformasi, ketidakpuasan lebih diarahkan kepada pemerintah 

provinsi Sulawesi Selatan (Morrell, 2002; Tempo.co, 2003). 

Ketidakpuasan yang mengarah pada keinginan untuk man-

diri sangat kental dengan motif ekonomi, seperti yang diungkap 

oleh Mansyur Ramli (Rektor Universitas Muslim Indonesia 

Makassar), Luwu Raya harus menjadi provinsi baru karena 

memiliki potensi sumber daya alam yang kaya dan memung-

kinkan terjadinya percepatan pembangunan (Tempo.co, 2003). 

Luthfi Andi Mutty (Bupati Luwu Utara 1999-2004 dan 2004-

2009) juga mempunyai pandangan yang sama, yakni banyak 

potensi sumber daya alam di wilayah Luwu yang tidak diopti-

malkan, seperti       tambang, kakao dan rumput laut. 

Pertama komoditi ekspor tertinggi Sulawesi Selatan terletak 

pada Nikel. Kedua, komoditi ekspor non tambang yaitu CPO 

tidak ada di kabupaten lain dan 3 pabrik pengolahan CPO 

semuanya ada di Luwu Raya. Ketiga, Luwu Raya penghasil 

utama kakao dan rumput laut di Sulawesi Selatan. Namun 

sampai saat ini di Luwu tidak memiliki anggaran yang cukup 
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untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Dorongan Luwu untuk 

segera mekar menjadi salah satu solusi. Harapannya, dengan 

pemekaran yang akan berlangsung, Luwu tidak lagi terlalu 

banyak bergantung. (Burhan, 2020) 

Nikel memang menjadi salah satu kekayaan sumber daya 

alam yang dimiliki oleh Luwu Raya. Perusahaan yang sudah 

lama mengeksploitasi nikel di sana adalah PT INCO (berganti 

nama menjai PT Vale) di daerah Soroako, Luwu Timur. Aktivitas 

tambang ini memberi pendapatan bagi pemerintah kabupaten 

dan peluang pekerjaan bagi masyarakat Luwu. Pada awal per-

juangan pemekaran Luwu Raya, keberadaan tambang ini me-

mang menjadi perebutan antara pemerintah provinsi dan elit 

pendukung pemekaran. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pro-

vinsi induk memang mendapat keuntungan atas aktivitas PT 

INCO. Diketahui bahwa ada pendapatan royalty yang mencapai 

hingga Rp. 9,8 milyar akibat ekspansi dan produksi pertam-

bangan nikel ini pada tahun 2001. Lalu, jumlah itu berusaha 

ditingkatkan oleh pemerintah  provinsi (Morrell, 2002). 

Selain nikel, Luwu mempunyai potensi perkebunan kakao 

dan kopra. Bagi Sulawesi Selatan, Luwu adalah wilayah perke-

bunan yang penting bagi perekonomian provinsi. Bahkan, karena 

Luwu, Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan produksi 

kakao terbesar di Indonesia,  yakni 70 persen dari total produksi 

keseluruhan (Morrell, 2002). Lalu, kopra juga menjadi komodi-

tas ekspor utama dari wilayah Luwu. Bahkan, sejak era kolonial, 

Luwu Raya menjadi produsen kopra terbesar di pulau Sulawesi 

(Burhan, 2020). 

Motif ekonomi dan kemandirian memang melekat pada 

tujuan pemisahan Luwu dari Provinsi Sulawesi Selatan. Na-

mun, di sisi lain, ada motif persaingan etnis dan ekonomi yang 

juga menonjol atas pembentukan Provinsi Luwu Raya. Hal ini 

sangat terlihat pada masa awal  gerakan-gerakan pembentukan 

Provinsi Luwu Raya yang didominasi pada perdebatan apakah   

Tana Toraja ikut atau tidak dalam daerah otonom baru yang 

diajukan.  
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Fase 1999-2004: Koalisi Teritorial Tidak Terbentuk 

Pada kurun waktu antara tahun 1999-2004, semangat 

perjuangan membentuk provinsi Luwu Raya tercermin dalam 

banyaknya organisasi-organisasi yang berfokus pada pembentu-

kan  provinsi baru. Namun, kecenderungan yang terjadi adalah 

adanya fragmentasi gerakan pemekaran terkait dengan keikut-

sertaan wilayah Tana Toraja ke dalam Luwu Raya. Perbedaan 

pendapat ini sebagai hambatan sekaligus alasan mengapa 

koalisi teritorial di tingkat lokal (khususnya di wilayah calon 

provinsi) tidak terbentuk. 

Pada awal tahun 2000, muncul Front Penuntut Pemekaran 

Kabupaten dan Propinsi Luwu Raya (FPPDP-LR) yang dibentuk 

di Palopo. Kelompok ini mendeklarasikan pembentukan provinsi 

baru yang sesuai dengan wilayah Kedatuan Luwu lama, tanpa 

wilayah Toraja. Selama pergerakannya, FPPDP-LR berusaha 

mengumpulkan dukungan dari beberapa elit, tokoh dan organi-

sasi. Ada tiga proposal yang berisi dukungan pemekaran yang 

telah dihimpun oleh FPPDP-LR, antara lain 1) Deklarasi 

Provinsi Tanah Luwu (ditandatangi oleh pimpinan Kerukunan 

Keluarga Luwu/KKL di Makassar dan Ikatan Pelajar Maha-

siswa Indonesia Luwu/IPMIL); 2) Deklarasi Provinsi Luwu Raya 

(ditandatangani oleh Datu Luwu, kepala daerah Kabupaten 

Luwu dan Luwu Utara, pimpinan DPRD Kabupaten, dan Ketua 

KKL); dan 3) Deklarasi yang ditandatangani oleh partai politik, 

organisasi masyarakat dan kelompok lain di Luwu. FPPDP-LR 

juga melakukan strategi lobi untuk memekarkan Kabupaten 

Luwu sehingga membentuk kabupaten baru, yakni Kabupaten 

Luwu Timur dan Kota Palopo (Roth, 2007). 

Gagasan pelepasan Tana Toraja dari rencana provinsi Luwu 

Raya mendapat perlawanan  dari beberapa pihak, khususnya 

tokoh diaspora Luwu yang berada di Jakarta. Para diaspora 

Luwu membentuk Badan Koordinasi Pembentukan Propinsi 

Luwu-Raya (BKPPLR) pada tahun 2001. Bagi organisasi ini, 

provinsi Luwu Raya harus melibatkan wilayah Tana Toraja. 

Pandangan mereka dilatarbelakangi oleh gagasan Lutat dan 
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semangat anti-diskriminasi dari Andi Jemma (pahlawan nasi-

onal dari Luwu). Melihat fragmentasi yang ada, Kedatuan Luwu 

mengadakan pertemuan bernama Tudung Sipulung pada tang-

gal 17 Oktober 2001. Keputusan yang diambil dalam pertemuan 

itu adalah bahwa rencana pembentukan Provinsi Luwu Raya 

harus meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan 

Kabupaten Tana Toraja (Roth, 2007). 

Sayangnya, hasil pertemuan Tudung Sipulung yang juga 

dihadiri oleh beberapa elit politik Luwu, tidak mendapat perse-

tujuan mutlak dari semua pihak. Khususnya, Kerukunan 

Keluarga Luwu (KKL) di Kota Makassar tetap menolak peliba-

tan Toraja dan kemudian mendirikan Komite Pusat Pembentu-

kan Provinsi Luwu (KP3L) pada tahun 2001. Alasan komite ini 

adalah, salah satunya, bahwa Toraja kurang pantas untuk 

masuk ke dalam Luwu Raya karena sejarah mereka pernah lepas 

dari pemerintahan Luwu di tahun 1957. Para pendukung komite 

ini menganggap Toraja telah mengkhianati masyarakat Luwu 

(Roth, 2007). 

Selanjutnya, KP3L punya organisasi tandingan yakni Front 

Perjuangan Pembentukan Provinsi Luwu (FP3L) yang didirikan 

pada tahun 2003 di Palopo. FP3L mendorong bahwa Tana Toraja 

tetap harus dimasukkan ke dalam calon Provinsi Luwu Raya 

dan mengkritik KP3L dengan dua alasan. Pertama, KP3L sangat 

kental dengan alasan agama dan mendiskriminasi orang Toraja 

dalam gagasan pemekarannya. Kedua, FP3L merasa bahwa 

para elit di KP3L takut      untuk berkompetisi dengan orang-orang 

Toraja yang memiliki pendidikan baik dalam merebut kekuasa-

an, posisi, dan sumber daya di politik Luwu Raya kelak (Roth, 

2007). 

Dengan semangat yang sama seperti Tudung Sipulung pada 

tahun 2001, organisasi Badan Koordinasi Perjuangan Pemben-

tukan Provinsi Luwu (BAKOR-P3L) dibentuk pada awal tahun 

2004 di Palopo. Organisasi ini berusaha untuk menjembatani 

dua pihak yang berseberangan pendapat terkait keikutsertaan 

wilayah Tana Toraja (Roth, 2007). Namun, tetap tidak ada titik 
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temu yang menyenangkan kedua belah pihak. Pada akhirnya, 

setelah undang-undang otonomi daerah direvisi, pendukung 

kelompok anti-Toraja memilih untuk merubah strateginya 

dengan mendorong pembentukan Kabupaten Luwu Tengah yang 

akan dimekarkan dari Kabupaten Luwu. DOB Luwu Tengah 

sangat diperlukan oleh gerakan Provinsi Luwu Raya untuk 

memenuhi syarat minimal jumlah kabupaten/kota dalam pem-

bentukan provinsi baru, yakni lima daerah otonomi. Saat itu – 

dan juga sampai saat ini - wilayah Luwu Raya masih terdiri dari 

Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu 

Utara, dan Kota Palopo. 

Setelah 2004: Koalisi Teritorial Luwu Raya untuk DOB 

Luwu Tengah 

Desakan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah tidak dapat 

dilepaskan dari usaha elit dan kelompok masyarakat Luwu 

untuk mendorong terciptanya Provinsi Luwu Raya. Beberapa 

bukti atau kejadian menunjukkan hal tersebut. Misal, saat 

beberapa aksi unjuk rasa mendukung pemekaran Kabupaten 

Luwu yang menghasilkan DOB Luwu Tengah, ada juga aspirasi 

yang mendukung pembentukan Provinsi Luwu Raya. Lalu, ke-

tika bertemu dengan Datu Luwu Andi Iwan Jemma Barue dan 

tokoh masyarakat Walenrang-Lamasi di kediaman Syukur Bijak 

(Wakil Bupati Luwu), Ilham Arief Sirajuddin (Walikota Makas-

sar) menjanjikan akan memperjuangkan pembentukan Kabupa-

ten Luwu Tengah dan Provinsi Luwu Raya jika ia terpilih seba-

gai gubernur di Pemilihan Gubernur 2013 (Tempo.co, 2011). 

Dengan begitu, artikel ini menganggap bahwa koalisi teritorial 

pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah koalisi yang sama 

dengan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Perbedaan 

antara fase pertama (1999-2004) dan fase kedua (mulai 2004) 

adalah bahwa koalisi teritorial pembentukan daerah otonom 

baru di Luwu Raya di fase kedua sudah terbentuk. Ini disebab-

kan oleh dominannya pihak yang menolak partisipasi Toraja 

untuk mendorong pembentukan DOB Luwu Tengah. 
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Proses perjuangan DOB Luwu Tengah telah melalui proses 

yang cukup panjang. Sejak tahun 2005, gagasan pembentukan 

kabupaten ini telah muncul dan sudah melalui tahap ke tingkat 

nasional. Di samping kebutuhan untuk memenuhi syarat 

minimal provinsi baru, alasan pembentukan Kabupaten Luwu 

Tengah juga didasari pada terpisahnya dua kecamatan Kabu-

paten Luwu dari wilayah induk kabupaten. Dua kecamatan itu, 

yakni Kecamatan Walenrang dan Kecamatan Lamasi (selan-

jutnya disebut sebagai daerah Walmas), berada di utara wilayah 

Kota Palopo dan terpisah dengan wilayah induk Kabupaten 

Luwu. Dengan alasan itu juga, masyarakat Walmas merasa sulit 

untuk mengurus segala sesuatu hal, termasuk urusan adminis-

tratif, karena jarak pusat kabupaten yang jauh (Sulaiman, 

2017). Pembangunan dan pelayanan pun dirasa tidak     optimal. 

Pada tanggal 27 Mei 2006 muncul desakan yang kongkrit 

dari aktor politik lokal Walmas dengan mengadakan deklarasi 

pembentukan Forum Kabupaten Luwu Tengah. Deklarasi terse-

but  dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, camat, lurah dan 

kepala desa. Lalu, sepanjang tahun 2007,  lembaga politik lokal 

di Kabupaten Luwu mulai bekerja untuk memenuhi syarat pem-

bentukan kabupaten baru. Forum Pembentukan Kabupaten 

Luwu Tengah (FopKaLT) dibentuk dan dipimpin oleh Syukur 

Bijak (Wakil Bupati Luwu saat itu). Bersama dengan DPRD 

Luwu, Bupati Luwu (2006-2010) Basmin Matayyang mengeluar-

kan peraturan daerah untuk memekarkan wilayah Walmas. 

Persyaratan jumlah kecamatan minimal pun terpenuhi setelah 

terbentuk enam kecamatan baru, yakni Walenrang, Walenrang 

Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, dan Lama-

si Timur (Sulaiman, 2017). Setelah proses di kabupaten induk 

selesai, Pemerintah Kabupaten Luwu meminta rekomendasi ke 

provinsi dan mengajukan permohonan ke pemerintah pusat, 

termasuk DPR-RI. 

Berbeda dengan proses di kabupaten yang cepat, pembaha-

san di tingkat provinsi relatif lambat. Sejak diajukan pada tahun 
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2007, Gubernur Sulawesi Selatan baru mengeluarkan keputu-

san pada tahun 2010. Gubernur saat itu, Syahrul Yasin Limpo 

(2008-2013 & 2013-2018) menolak memberi rekomendasi untuk 

membentuk DOB Luwu Tengah karena hasil kajian Badan  Pu-

sat Statistik (BPS) provinsi yang menyatakan bahwa potensi 

daerah, ekonomi, sarana & prasarana, dan pelayanan publik di 

wilayah calon kabupaten masih kurang. Maka dari itu, ia 

meminta agar pembentukan Luwu Tengah tidak terburu-buru 

sampai menunggu pembangunan infrastruktur berjalan di sana 

(Tempo.co, 2010). Karena tidak adanya rekomendasi dari guber-

nur,        Komisi II DPR-RI menolak usulan pembentukan Kabupaten 

Luwu Tengah. 

Tidak lama setelah ditolak, pemerintah Kabupaten Luwu 

kembali mengajukan pembentukan DOB Luwu Tengah pada 15 

September 2010. Lalu, pada Februari 2012, Gubernur  dan DPRD 

Sulawesi Selatan sama-sama setuju dengan pembentukan calon 

kabupaten baru ini dan menyerahkan proses selanjutnya di 

Komisi II DPR-RI. Menjelang sidang paripurna DPR untuk 

menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang untuk 65 

calon DOB pada 24 Oktober 2013, pendukung Luwu Tengah 

merasa optimis bahwa usulannya akan disetujui parlemen. 

Namun, sayangnya, dari 65 calon DOB yang disetujui DPR 

untuk dibahas, tidak ada Luwu Tengah. 

Pasca keputusan sidang paripurna DPR RI itu, di bulan 

November, terjadi aksi protes dan kerusuhan di Luwu dan di 

Makassar. Pada tanggal 11 November 2013, sekitar 2000 orang 

pendukung pemekaran Luwu Tengah terlibat bentrok dengan 

anggota kepolisian dan TNI di Jembatan Lamasi, Kecamatan 

Walenrang-Lamasi. Massa merasa kecewa dengan pembahasan 

Luwu Tengah yang tidak masuk prioritas DOB (Kompas.com, 

2013a). Aksi kerusuhan itu berlanjut berhari-hari, bahkan 

terdapat korban meninggal saat massa terlibat konflik dengan 

aparat. Di Kota Makassar, pada tangaal 14 November 2013, 

sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Mahasis-

wa Luwu Raya melakukan aksi di DPRD Provinsi Sulawesi 
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Selatan. Aspirasi sama dengan massa di Kabupaten Luwu, yakni 

menghendaki adanya pengesahan yang   cepat untuk Kabupaten 

Luwu Tengah (Kompas.com, 2013b). 

Terkait Luwu Tengah yang tidak dijadikan RUU Calon DOB, 

koalisi teritorial pengusul pembentukan kabupaten Luwu Te-

ngah berkonsolidasi. Seperti apa yang disampaikan oleh Armin 

Mustamin Toputiri (Anggota DPRD Sulawesi Selatan, Ketua 

Pansus DOB Luwu Tengah) di akun media sosialnya pada 7 

November 2013, beberapa pihak melakukan pertemuan pada 

tanggal 5 November 2013 di Jakarta. Pertemuan itu dihadiri 

oleh tokoh pendukung pembentukan     Luwu Tengah, antara lain 

Fahri A. Laluasa (mantan Anggota DPR-RI asal Luwu), Cristian 

Mangiwa (Tim FopKaLT), Armin Mustamin Toputiri (Ketua 

Pansus DPRD Sulsel), Listan (Pemuda Walmas), Hasrul 

Rahman (Pemuda Luwu), dan Wahyuddin B Wahid (Pemuda 

Luwu). Mereka berdiskusi untuk saling memberi tugas sesuai 

dengan status/posisi dan sumber daya masing-masing. Misal, 

Hasrul, Listan dan Wahyuddin, karena mempunyai akses ke 

sejumlah anggota DPR, mereka ditugaskan untuk mengawal 

berkas dan sidang di parlemen, mencari informasi dan melaku-

kan lobi. Lalu, Armin berperan untuk melakukan mediasi antara 

pusat dan daerah. Fahri Laluasa menjadi koordinator dan 

penghubung semua pihak di tingkat pusat (Lagaligopos.com, 

2013a). 

Konsolidasi ini dianggap penting karena koalisi untuk Luwu 

Tengah ini menganggap bahwa selama ini tidak ada pihak yang 

mengawasi perkembangan usulan DOB Luwu Tengah di politik 

nasional. Kegagalan rencana DOB Luwu Tengah diikutsertakan 

dalam RUU di tahun 2013, menurut Armin, diakibatkan salah 

satunya oleh kurang seriusnya perhatian dari aktor politik 

Kabupaten Luwu, yakni Syukur Bijak dan Thomas Loba. Kedua-

nya adalah penggerak di  Forum Pembentukan Kabupaten Luwu 

Tengah (FopKaLT) yang saat itu memang sedang sibuk dalam 

kontestasi Pilkada Luwu (Lagaligopos.com, 2013a). Selain itu, 

ada juga pihak yang mempertanyakan sikap anggota DPR-RI 
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asal Daerah Pemilihan III (Dapil 3 yakni Luwu Raya dan Toraja) 

yang dirasa tidak peduli dengan pemekaran Luwu. Hal ini 

ditunjukkan oleh pernyataan Koordinator Komite Percepatan 

Pembentukan Luwu Tengah, Listan, yang meragukan sikap 

Markus Nari (Partai Golkar) dan Bahrum Daido (Partai Demo-

krat) di parlemen nasional (Lagaligopos.com, 2013c). 

Di sisi lain, Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan bahwa 

gagalnya DOB Luwu Tengah menjadi prioritas RUU saat rapat 

paripurna 23 Oktober 2013 adalah karena berkas usulan 

pemekaran Kabupaten Luwu hilang (Lagaligopos.com, 2013d). 

Kehilangan berkas tersebut memang diragukan beberapa pihak. 

Namun, Wakil Ketua DPR Arif Wibowo menyatakan bahwa 

anggota Komisi II DPR asal Dapil Sulawesi Selatan sendiri yang 

meminta pengajuan pemekaran Luwu ditarik. Arif juga mene-

kankan bahwa penarikan dokumen usulan pembentukan Luwu 

Tengah itu juga hasil dari koordinasi dengan Gubernur Syahrul 

Yasin Limpo yang tidak sepakat (Lagaligopos.com, 2013b). 

Pada akhirnya, tanggal 19 Desember 2013, rapat paripurna 

DPR-RI menyetujui RUU DOB Luwu Tengah sebagai RUU usul 

inisiatif Komisi II, bersama 21 DOB lainnya (Lagaligopos.com, 

2013e). Namun, pembahasan RUU DOB Luwu Tengah menga-

lami hambatan. Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat untuk 

memprioritaskan pembahasan 65 RUU Calon DOB yang 

sebelumnya (Media Indonesia, 2016). Selain itu, sejak 2014 

hingga saat ini (2021), pemerintah masih memberlakukan mora-

torium pemekaran wilayah. Pembahasan Luwu Tengah pun 

tidak pernah mendapat kejelasan. Sejak 2014 pun, baik itu 

pembentukan Kabupaten Luwu Tengah atau Provinsi Luwu 

Raya, keduanya hanya menjadi komoditas politik bagi kandidat 

pemilihan kepala daerah 

Kesimpulan 

Artikel ini mendiskusikan alasan ketidakberhasilan perju-

angan pembentukan Provinsi Luwu Raya sejak tahun 1999 dan 

berargumen bahwa ketidakhadiran koalisi teritorial yang kuat 

mempengaruhi kegagalan Luwu Raya. Dua temuan utama yang 
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memperkuat argumen ini adalah, pertama, koalisi teritorial 

untuk Luwu Raya mendapat hambatan karena adanya fragmen-

tasi lokal di wilayah calon provinsi. Fragmentasi ini sangat 

terlihat di masa awal perjuangan pembentukan Provinsi Luwu 

Raya, yakni ketika ada perdebatan antara keikutsertaan Kabu-

paten Tana Toraja di wilayah calon provinsi. Fragmentasi ini 

membuat sulit bagi aktor-aktor politik lokal, khususnya di 

Luwu, untuk harmonis dan mempercepat pembentukan provinsi 

baru. Ketika para aktor di tingkat lokal berkonflik maka sulit 

bagi gagasan pembentukan Provinsi Luwu Raya  untuk meng-

alami ‘scale jumping’, yakni istilah yang digunakan Kimura 

untuk menunjukkan proses pembentukan kepentingan yang 

sama di antara para aktor di tiap tingkat. Sama seperti yang 

ditemukan Ramdhani dan Subekti (2020), masa awal gerakan 

pembentukan Provinsi Luwu Raya dapat diidentifikasi sebagai 

ketiadaan konsolidasi gerakan di tingkat lokal yang berujung 

pada gagalnya pembentukan provinsi. 

Kedua, koalisi teritorial untuk pembentukan provinsi dapat 

dilihat dalam proses pembentukan DOB kabupaten. Hal ini ter-

jadi di koalisi untuk Luwu Raya yang teridentifikasi sama 

dengan koalisi untuk pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. 

Hal ini bisa terjadi, utamanya, karena kelompok pendukung 

anti-Toraja di fase awal gerakan (khususnya Kerukunan Ke-

luarga Luwu) menjadi kelompok yang dominan. Pendukung 

kelompok ini, termasuk elit politik di Luwu, berusaha untuk 

merubah strategi dengan membentuk satu kabupaten baru,  

yakni Kabupaten Luwu Tengah. Dalam mendorong DOB Luwu 

Tengah, jenis relasi antar aktor yang paling menonjol adalah 

relasi sosial (KKL, organisasi mahasiswa, diaspora) dan perso-

nal (Kepala daerah Kabupaten Luwu, tokoh masyarakat 

Walmas, Anggota DPRD, dsb). Fungsi koalisi teritorial DOB 

Luwu Tengah antara lain menghimpun dukungan, memobilisasi 

aktor dan melobi. Keberhasilan DOB Luwu Tengah untuk 

menjadi RUU di akhir tahun 2013 menjadi bukti  keberhasilan 

fungsi koalisi. 
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Walau pada akhirnya muncul RUU DOB Luwu Tengah, 

koalisi teritorial tetap dianggap lemah. Pertama-tama, kehadi-

ran oposisi dari provinsi Sulawesi Selatan cukup dapat meng-

imbangi aktor-aktor pendukung pemekaran. Gubernur Sulawesi 

Selatan, setidaknya, telah dua kali menghambat perjuangan 

pembentukan DOB Luwu Tengah, yakni di tahun 2010 (di 

tingkat provinsi) dan 2013 (di tingkat nasional). Selanjutnya, 

adanya moratorium sejak 2014 pun membuat koalisi teritorial 

Luwu Tengah, dan termasuk juga Provinsi Luwu Raya, tidak 

dapat bergerak leluasa. Aktor politik provinsi, khususnya Gu-

bernur Sulawesi Selatan, menjadi mudah untuk membatasi 

pergerakan koalisi pemekaran dengan berlindung pada kepen-

tingan pemerintah  pusat. 
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